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buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran
penulis yang diberi judul “Remisi Narapidana Korupsi”. Penulis
menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai
pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini.
Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih pada
semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga
buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.
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lembaga permasyarakatan terhadap para NAPIL Perdebatan
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terletak pada perdebatan HAM-nya. Pada satu sisi merupakan salah
satu hak NAPI untuk mendapatkan masa pengurangan pidana
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tentang Pemasyarakatan dan PP No.28 Tahun 2006 tentang Syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
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Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun
sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata
penulis sangat berterimakasih atas segala kebaikan semua pihak
yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat
bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
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BAB
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, seperti yang tertuang
dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD) NRI Tahun 1945. Sasaran dan tujuan
dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan,
pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan,
kemanfaatan, kepastian hukum serta kedamaian dalam
masyarakat.

Hukum merupakan keseluruhan peraturan atau kaedah-
kaedah yang mengatur tentang kehidupan bersama dalam
masyarakat, hukum mengatur tentang pelanggaran dan pemberian
sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu unsur negara dikatakan
sebagai negara hukum adalah adanya penghormatan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM).

Perlindungan konsitusional terhadap HAM dengan jaminan
hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan
perlindungan HAM adalah Pasal 27 Ayat (1),(2) dan (3), Pasal 28,
Pasal 28 A sampai Pasal 28 ] UUD NRI 1945, Undang-undang (UU)
No.39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No.26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan HAM.

Menurut hakekatnya, setiap manusia memiliki kedudukan
sama yang memiliki hak asasi sebagai konsekuensi dilahirkan
sebagai manusia yang merupakan pemberian dan anugerah dari
Tuhan Yang Maha Esa seperti yang telah dirumuskan dalam
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)” All Human being are



BAB

SISTEM HUKUM

A. Negara Hukum

Teori yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam
menganalisa pokok permasalahan yang diajukan dalam
penyusunan buku ini adalah konsep negara hukum. Negara
hukum 5 pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan
perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum
terhadap tindak pemerintahan yang dilandasi oleh dua prinsip,
prinsip HAM dan prinsip negara hukum.

Istilah negara hukum® baru dikenal pada Abad XIX tetapi
konsep negara hukum telah lama ada dan berkembang sesuai
dengan tuntutan keadaan, dimulai dari zaman Plato hingga kini.
Konsepsi negara hukum telah banyak mengalami perubahan
yang mengilhami para Filsuf dan para pakar hukum untuk
merumuskan negara hukum.

Negara  hukum  bersandar  pada  keyakinan
bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum
yang adil dan baik. Negara hukum mengatur hubungan antara
yang memerintah dan yang diperintah berdasarkan pada suatu
norma objektif dan mengikat.

5 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia,
Surabya, Bina Ilmu, 1997.hlm.71

¢Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar,
Jakarta, 1962, hlm. 9.



BAB
HAK ASASI MANUSIA

A. Teori dan Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi
kehidupan manusia. Pembahasan teori tentang konsepsi HAM>?
pada dasarnya dapat dipetakan dalam tiga ranah atau bidang
yang berbeda:

1. Ranah filsafat (termasuk etika) yang pembahasannya lebih
bersifat abstrak.

2. Ranah yuridis yang membahas HAM dari segi hukum mulai
dari yang bersifat deklaratif sampai dengan yang bersifat
impleratif atau konstitutif.

3. Ranah praktis aplikatif yang pembahasannya sering bersifat
politis.

Berdasarkan keputaskaan filsafat ilmu hukum dan ilmu
politik istilah human right sering pula disebut sebagai hak-hak
dasar (basic right) atau hak-hak fundamental (fundamental right),
hak-hak moral (moral right) atau hak-hak alamiah (natural right).

HAM yang sering dibedakan dengan hak hukum hak
warga negara yang diberikan oleh negara atau oleh hukum
positif (legal right)olehmichel freeman® mengatakan:

It is commonplace to distinguish human rights from legal right
human rights are the rights that human being have simply

52Asri Wijayanti 2008 .Sejarah perkembangan, Hak Asasi
Manusia,hlm.5
5 Ibid.hlm.7
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BAB

PERSPEKTIF HAM
TENTANG
MORATORIUM REMISI
BAGI NARAPIDANA

A. Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Definisi korupsi sangat beragam, tergantung pada
latar belakang disiplin ilmu orang yang mendefinisikannya.
Oleh karena itu, definisi korupsi manurut sosiolog, ilmuwan
politik, ekonom, ilmuwan hukum, birokrat dan lain-lain bisa
berbeda. Mereka mempunyai sudut pandang tersendiri
dalam mendefinisikan korupsi, sesuai dengan bidang
masing-masing. Uniknya, tidak semua Ewnsiklopedi maupun
kamus yang dianggap sebagai referensi utama oleh berbagai
kalangan tidak mencantumkan entri corruption.

Mengawali deskripsi tentang pengertian dan asal kata
korupsi, penulis memulai dengan ungkapan yang pernah
dikemukakan oleh Lord Acton dalam Ermansjah Djaja®’,
sebagai berikut :

" power tends to corrupt, and absolute power corrupts
absolutely. “ Kekuasaan cenderung untuk korupsi dan
kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute.

The Encyclopedia Americana mendefinisikan korupsi
sebagai “a general term for the misuse of public position of trust
for private gain. Its specific definition and application vary

7 Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar
Grafika Offst.2010.hIm.19-21.
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